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A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN 

BANTUL 

 

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam 

konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28 F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

 

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik 

merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan 

rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik 

juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 

penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik 

bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. 

 

Terkait dengan ketugasan PPID Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan sarana 

prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana layanan informasi, 

serta menetapkan waktu layanan informasi. 

 

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

1. Saranan dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. 

Layanan informasi untuk PPID telah memiliki Ruangan Desk Layanan Informasi Publik 

yang  bertempat di Lobby Gedung Induk Komplek Parasamya. Ruangan desk layanan 

informasi tersebut dilengkapi dengan 1  (satu) unit computer, printer, ruang tunggu, serta 

formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID. 



 

 

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum’at dengan 

pembagian waktu sebagai berikut : 

Hari Waktu Pelayanan Waktu Istirahat 

Senin s.d. Kamis 09.00 - 15.00 12.00 – 13.00 

Jum’at 09.00 – 15.00 11.00 – 13.00 

 

 Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain : 

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik ada di Lobby Gedung Induk Komplek 

Parasamya Bantul 

b. Fax. 0274 367509 

c. E-mail    : ppid@bantulkab.go.id  

d. Telepon    : 0274 -  367509 

e. Laman Kabupaten Bantul  : www.bantulkab.go.id 

f. Laman PPID   : ppid.bantulkab.go.id  

g. Facebook    : Pemkab Bantul 

h. Instagram    : Pemkab Bantul 

i. Twitter    : Pemkab Bantul 

j. Youtube    : Bantul TV 

k. Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul : 

kominfo.bantulkab.go.id 

 

 

 

mailto:ppid@bantulkab.go.id
http://www.kulonprogokab.go.id/
http://www.ppid.bantulkab.go.id/
http://www.ppid.bantulkab.go.id/


 

2. Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi publik beserta 

kualifikasinya. 

 

Jumlah sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik di PPID Utama 

Kabupaten Bantul ada dua orang dengan kualifikasi satu orang berpendidikan Dlipoma 

III, dan satu orang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

 

 

 

 

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya. 

 

Anggaran  

Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 67.495.000,00 dengan rincian 

penggunaan sebagai berikut : 

Nomor Uraian Anggaran (Rp) 

1 Belanja cetak dan penggandaan 770.000,00 

2 Belanja makanan dan minuman rapat 16.575.000,00 

3 Honorarium narasumber 19.750.000,00 

4 Belanja jasa tenaga ahli pengelola website 26.400.000,00 

5 Belanja cetak spanduk, banner 4.000.000,00 

 Jumlah 67.495.000,00 

 



 

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik 

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Bantul dilaksanakan 

dengan dua cara yaitu secara langsung/offline dan tidak langsung/online. Pelayanan 

langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan Informasi di Lobby Gedung Induk 

Komplek Parasamya dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kabupaten Bantul 

pada menu Hubungi Kami dan e-mail PPID Kabupaten Bantul. 

 

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik 

yang secara langsung maupun tidak langsung : 

 

 

Nomor 

Nama OPD 

Jumlah 

Permohonan 

Informasi 

Publik 

1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30 

2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 542 

3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 

4 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 
31 

5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 

6 Inspektorat Daerah 147 

7 Dinas Komunikasi dan Informatika 75 

8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 95 

9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 252 

10 
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 
20 

11 Dinas Lingkungan Hidup 42 

12 Dinas Kesehatan 889 



13 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 72 

14 Dinas Kelautan dan Perikanan 23 

15 Dinas Perhubungan 13 

16 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 

dan Perdagangan 
61 

17 Dinas Kebudayaan 240 

18 Dinas Sosial 3 

19 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 53 

20 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2282 

21 Dinas Pariwisata 133 

22 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
1 

23 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 0 

24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 87 

25 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 
2214 

26 Satuan Polisi Pamong Praja 15 

27 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 

28 Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 39 

29 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0 

30 Bagian Tata Pemerintahan 1 

31 
Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya 

Alam 
1 

32 Bagian Hukum 3 

33 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 1 



34 Bagian Perencanaan dan Keuangan 1 

35 Bagian Umum dan Protokol 1 

36 Bagian Organisasi  47 

37 Kapanewon Bantul 3 

38 Kapanewon Bambanglipuro 6 

39 Kapanewon Kretek 162 

40 Kapanewon Pundong 22 

41 Kapanewon Jetis 13 

42 Kapanewon Imogiri 4 

43 Kapanewon Dlingo 13 

44 Kapanewon Piyungan 4 

45 Kapanewon Banguntapan 7 

46 Kapanewon Pleret 17 

47 Kapanewon Sewon 98 

48 Kapanewon Kasihan 11 

49 Kapanewon Sedayu 16 

50 Kapanewon Pandak 40 

51 Kapanewon Pajangan 2 

52 Kapanewon Srandakan 7 

53 Kapanewon Sanden 12 

54 Perumda Aneka Dharma 1 



55 PT. BPR Bank Bantul 82 

56 Perumda Air Minum Tirta Projotamansari 1 

 Jumlah 7946 

 

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan 

klasifikasi tertentu antara 2 sampai 5 hari. 

 

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya 

ada 7946. 

 

4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya ada 11 yaitu : 

Pemohon Data yang diminta Alasan penolakan OPD yang 

memanggapi 

Raka Satriya 

Darma 

Kusuma 

Laporan Realisasi dan Capaian 

Keluaran Dana Desa Kabupaten 

Bantul Tahun Angggaran 2017-

2021 

Data Tidak 

Dikuasai 

BPKPAD 

Dihan Adum Data tentang jumlah mahasiswa 

di Kabupaten Bantul di tahun 

2005 

Data Tidak 

Dikuasai 

Dinas 

Kominfo 

Muhammad 

Ighna Halin S 

Data lalu lintas yang ada pada 

ruas jalan Imogiri Timur km 9 – 14 

Data Tidak 

Dikuasai karena 

bukan 

kewenangan 

Dinas 

Perhubungan 

Maulina 

Nadya 

Range Pendapatan Masyarakat 

Per Kelurahan Pada Kecamatan 

Sewon 

Data Tidak 

Dikuasai 

Bappeda 

Indra 

Dewanto 

Peta atau shp IPAL Kecamatan 

Kasihan dan Kecamatan Sewon 

Data Belum 

Dikuasai 

DPUPKP 

Muhammad 

Hidayat S 

Surat Keputusan pengangkatan 

Bupati, Wakil Bupati Sekretaris 

Daerah dan seluruh pejabat 

struktural eselon 2 dan 3 di 

lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bantul. 

 

Tidak termasuk 

informasi yang 

harus 

dipublikasikan 

menurut Perki No. 

1 Tahun 2021. 

Dinas 

Kominfo 



Muhammad 

Hidayat S 

Dokumen lengkap LHKPN dan 

LHKASN dari seluruh pejabat 

lapor di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bantul untuk tahun 

pelaporan 2021 dan 2022. 

Dokumen LHKPN 

untuk pimpinan 

Badan Publik 

sudah ditampilkan 

dalam website, 

sedangkan 

pejabat struktural 

lain tidak wajib 

untuk 

dipublikasikan. 

Dinas 

Kominfo 

Muhammad 

Hidayat S 

Profil dan biodata Bupati, Wakil 

Bupati dan seluruh pejabat 

struktural eselon 2 dan 3 

dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bantul yang memuat : 

nama, alamat, nama 

isteri/suami/anak, riwayat 

pendidikan, riwayat jabatan, 

riwayat organisasi, penghargaan 

yang diperoleh, sanksi hukuman 

pidana/disiplin pegawai/kode etik 

yang pernah diterima. 

Data suami/isteri/ 

anak/alamat, 

penghargaan, 

sanksi hukuman 

tidak termasuk 

yang harus 

dipublikasikan. 

Dinas 

Kominfo 

Muhammad 

Hidayat S 

Rekapitulasi rencana 

pengalokasian anggaran terkait 

Pandemi Covid-19 dan 

rekapitulasi realisasi 

kegiatan/anggaran tahun 2021 

dan 2022. 

Data tidak 

dikuasai oleh 

Dinas Kominfo. 

Dinas 

Kominfo 

Muhammad 

Hidayat S 

Penjelasan tertulis standar gaji, 

tunjangan, honor yang diterima 

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris 

Daerah, dan seluruh pejabat 

struktural di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bantul. 

Tidak termasuk 

data/informasi 

yang wajib 

dipublikasikan. 

Dinas 

Kominfo 

Heru Azizi Nama Ibu Kandung Data Pribadi 

merupakan 

Informasi 

dikecualikan 

Dinas 

Dukcapil 



 

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

Terdapat 1 (satu) sengketa informasi publik yang diajukan oleh Muhammad Hidayat S, 

Margahayu, Bekasi Timur, tapi kemudian dicabut. 

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN 

INFORMASI PUBLIK 

1. Kendala eksternal 

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 tidak ada kendala. 

2. Kendala internal 

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Bantul 

sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022. Kendala-kendala tersebut antara lain : 

a. Penyelenggaraan informasi publik belum didudukkan sebagai prioritas dalam 

pelayanan publik; 

b. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan 

outputnya; 

c. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu 

lama untuk menemukan kembali; 

d. Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap; 

e. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik. 

f. Belum semua Badan Publik tersedia Desk Layanan Informasi. 

 

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut. 

Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bagi admin web PPID Pelaksana di 

masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kapasitas 

sebagai berikut : 

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas 

dan operasional PPID di Kabupaten Bantul lebih maksimal. 

2. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Daerah 

DIY ke Badan Publik sehingga meningkatkan akselerasi kegiatan pelayanan 

informasi. 

 

 



Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Semoga laporan ini 

bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Bantul, 31 Januari 2023 

PPID 

 

 

BOBOT ARIFFI’ AIDIN,S.T, M.T. 

Pembina Utama Muda , IV/c 

NIP. 196906191996031003 

 



 

 

Lampiran I. KEGIATAN PPID KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 

 

Nomor Kegiatan Pelaksanaan 

1 Mengelola konten website PPID Januari – Desember 

2 Pertemuan Forum PPID Kabupaten :  

 - Pembinaan PPID Pelaksana dilaksanakan 2 

hari 

Rabu, 2 Februari  

&  

Jum’at, 4 Februari 

 - Pembinaan PPID bagi 8 Bagian Setda Selasa, 12 April 

 - Pembinaan PPID bagi 17 Kapanewon 

dilaksanakan 2 hari 

Rabu, 18 Mei 

& 

Kamis, 19 Mei 

 - Pembinaan PPID Pelaksana menghadapi 

Monev   

Kamis, 16 Juni                                                                       

 - Evaluasi Hasil Monev dan Penyerahan 

Piagam 

Jum’at, 21 Oktober 

3 Pertemuan Forum PPID DIY :  

 - Gunung Kidul Selasa, 15 Februari 

 - Bantul Kamis, 2 Juni 

 - Kota Yogyakarta Rabu, 24 Agustus 

 - Sleman Selasa, 8 November 

 - Kominfo DIY Selasa, 13 Desember 

4 Mengikuti rapat-rapat PPID DIY :  

 - Rakerda KID DIY Rabu, 16 Februari 

 - Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi 

2022 

Selasa, 22 Maret 

 - Sosialisasi Monev 2022 secara Daring Kamis, 14 April 

 - Forum PPID DIY dengan tema Keterbukaan 

Informasi di sekolah 

Rabu, 16 November 

 - Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi 

Badan Publik Se-DIY Tahun 2022 

 

 

 

Kamis, 17 November 

 



5 Melakukan Pembinaan PPID Kalurahan :  

 - Pembinaan PPID Kalurahan dibagi 3 zona : 

Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur 

Selasa, 15 Maret 

& 

Rabu, 16 Maret 

 - Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi 

Publik Kalurahan dari KID DIY secara 

langsung dan via zoom 

Kamis, 14 Juli 

 - Pembinaan PPID Kalurahan Tirtosari, Kretek Rabu, 7 Desember 

6 Melakukan Pembinaan PPID Pelaksana :  

 - Kapanewon Dlingo Senin, 7 Februari 

 - Inspektorat Daerah Rabu , 9 Februari 

 - Kapanewon Sedayu Kamis, 17 Februari 

 - Kapanewon Srandakan Jum’at, 25 Februari 

 - Bagian Keuangan dan Perencanaan Kamis, 7 April 

7 Menanggapi kunjungan Studi Tiru dari :  

 - Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Rabu, 29 Juni 

 - Dinas Pertanian Kabupaten Garut  Jum’at, 22 Juli 

 - Dinas Kominfo Persandian dan Statistik 

Kabupaten Sumedang 

Jum’at, 10 Juni 

 - Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Rabu, 2 November 

 - Kanwil Kementerian Agama DIY Kamis, 3 November 

8 Pendampingan pengisian Self Assessment 

Questionnare (SAQ) melalui E-Portal : 

 

 - Kapanewon Sedayu Kamis, 9 Juni 

 - Dinas Pariwisata Selasa, 21 Juni 

 - Badan Kesbangpol Kamis, 23 Juni 

 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Selasa, 5 Juli 

 - Inspektorat Daerah Rabu, 6 Juli 

9 Melakukan Pelatihan Admin PPID Kalurahan 

untuk 75 Kalurahan dibagi 3 zona : Bantul Barat, 

Tengah dan Timur. 

 

 

Senin, 22 Agustus, 

Selasa, 23 Agustus, 

Kamis, 25 Agustus 



10 Menanggapi Visitasi Monitoring dan Evaluasi 

Keterbukaan Informasi 2022 dari KID DIY 

Senin, 29 Agustus 

11 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan 

Publik Daerah DIY Tahun 2022 

Rabu, 28 September 

12 Membuat Laporan Layanan Informasi dan 

Dokumentasi Tahun 2022 

31 Desember 

 

 



Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID 

1. Pembinaan PPID Pelaksana dibagi 2 hari, Rabu 2 Februari dan Jum’at, 4 Februari 2022 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. Pembinaan PPID di Kapanewon Dlingo, Senin 7 Februari 2022 
 

 

 

 



 

3. Pembinaan PPID di Inspektorat Daerah, Rabu 9 Februari 2022. 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

4. Mengikuti Forum Komunikasi PPID DIY di Gunung Kidul, Selasa 15 Februari 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Mengikuti Rakerda KID DIY, Rabu 16 Februari 2022 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

6. Pembinaan PPID di Kapanewon Sedayu, Kamis 17 Februari 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Pembinaan PPID di Kapanewon Srandakan, Jum’at 25 Februari 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Pembinaan Admin PPID Kalurahan dibagi menjadi 3 zona, Bantul Barat Selasa 15 
Maret, Bantul Tengah 16 Maret dan Bantul Timur Kamis 17 Maret 2022. 

 

 



 

9. Sosialisasi Monev Tahun 2022 oleh KID DIY, Selasa 22 Maret 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Pembinaan PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kamis 7 April 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Pembinaan PPID Bagian Sekretariat Daerah, Selasa 12 April 2022. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

12. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 bagi Badan Publik 
secara Daring, Kamis 14 April 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Pembinaan Pengelolaan Konten Website bagi 17 Kapanewon, Rabu 18 Mei dan 
Kamis 19 Mei 2022. 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

14. Menyelenggarakan Forkom PPID DIY bertempat di Waroeng Omah Sawah, Kamis 2 
Juni 2022. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

15. Pendampingan Pengisian SAQ bagi Kapanewon Sedayu, Kamis 9 Juni 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. Menerima kunjungan Studi Tiru dari Dinas Kominfo Sandi dan Statistik Kabupaten 
Sumedang, Jum’at 10 Juni 2022. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

17. Pendampingan Pengisian SAQ bagi PPID Pelaksana, Kamis 16 Juni 2022. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

18. Pendampingan Pengisian SAQ Dinas Pariwisata, Selasa 21 Juni 2022. 
 

 

 

 

19. Pendampingan pengisian SAQ di Badan Kesbangpol, Kamis 23 Juni 2022. 
 
 

 
 

 

 
 



 

20. Menerima kunjungan Stusi Tiru dari Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas, Rabu 29 Juni 
2022. 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
21. Pendampingan pengisian SAQ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Selasa 5 Juli 2022. 

 

 

 

22. Pendampingan pengisian SAQ Inspektorat Daerah, Rabu 6 Juli 2022. 
 
 

 
 
 



 
23. Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan, Kamis 14 Juli 2022. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
24. Menerima kunjungan Studi Tiru dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Jum’at 22 Juli 2022. 

 
 

 

 

25. Menghadiri Forum Komunikasi PPID DIY yang diselenggarakan Dinas Kominfo dan 
Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta, Rabu 24 Agustus 2022. 

 

 

 



 

 

 



 

26. Bimbingan Teknis PPID Kalurahan untuk 75 kalurahan dibagi menjadi 3 hari, Senin 22 
Agustus, Selasa 23 Agustus dan Kamis 25 Agustus 2022. 

 
 

 



 

27. Menanggapi visitasi dari KID DIY, Senin 29 Agustus 2022. 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

28. Menghadiri Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, Rabu 28 September 
2022. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



 
29. Evaluasi Hasil Monev Kabupaten Bantul Tahun 2022, Jum’at 21 Oktober 2022. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
30. Menerima kunjungan Studi Tiru dari Dinas Kominfo Kabupaten Semarang, Rabu 2 

November 2022. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
31. Menerima audiensi dari Kanwil Kemenag DIY, Kamis 3 November 2022. 

 

 
 
 
 

 
 



 
32. Menghadiri Forum PPID DIY di Kabupaten Sleman, Selasa 8 November 2022. 

 

 
 
 
 

 
 



 
33. Menghadiri Forum PPID DIY dengan tema Keterbukaan Informasi Publik di Sekolah, Rabu 

16 November 2022. 
 

 
 
 
 

 
 



 
34. Mengikuti Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2022 oleh 

KID DIY, Kamis 17 November 2022. 
 

 
 
 

 
 



 
35. Pembinaan PPID Kalurahan di Kalurahan Tirtosari Kretek, Rabu 7 Desember 2022. 

 

 
 
 
 

 
 



 
36. Menghadiri Forum PPID DIY yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo DIY, Selasa 13 

Desember 2022. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Lampiran III. PRESTASI PPID KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 

 

HASIL MONITORING DAN EVALUASI 

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2022 

BERDASARKAN PEMERINGKATAN 

 

 

1. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY 

 

PERINGKAT NAMA BADAN PUBLIK NILAI 

1 Pemerintah Kabupaten Bantul 96.97 

 

 
 

1. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “INFORMATIF” 

NO NAMA BADAN PUBLIK NILAI 

1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100 

2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 

3 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

100 

4 Dinas Kesehatan 99,07 

5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 98,83 

6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 98,83 

7 Kapanewon Piyungan 98,60 



8 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 97,90 

9 Dinas Komunikasi dan Informatika 97,90 

10 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  97,67 

11 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 

97,67 

12 
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 
Daerah 

97,43 

13 Dinas Sosial 97,43 

14 Kapanewon Srandakan 97,20 

15 Pemerintah Kabupaten Bantul 96,97 

16 Dinas Kebudayaan 96.03 

17 
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman 

96,03 

18 Dinas Lingkungan Hidup 95,80 

19 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 95,57 

20 Kapanewon Sewon 94,87 

21 Bagian Perencanaan dan Keuangan 94,17 

22 Kapanewon Dlingo 93,73 

23 Kapanewon Jetis 93,70 

24 Kapanewon Kasihan 93,27 

25 Kapanewon Bambanglipuro 91,87 

26 Kapanewon Sanden 91,83 

27 Dinas Pariwisata 91,83 

28 Kapanewon Bantul 91,77 

29 Kapanewon Sedayu 90,70 

30 PT. BPR Bank Bantul 90,20 

 

2. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “MENUJU INFORMATIF” 

NO NAMA BADAN PUBLIK TOTAL NILAI 

1 Kapanewon Pandak 89,53 

2 Dinas Perhubungan 89,27 

3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 88,80 

4 Kapanewon Pleret 87,40 

5 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 86,03 

6 Kapanewon Imogiri 86,03 

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 85,33 



8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 83 

9 Kapanewon Banguntapan 81,37 

10 Satuan Polisi Pamong Praja 81,07 

11 Kapanewon Kretek 80,20 

 

3. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “CUKUP INFORMATIF” 

NO NAMA BADAN PUBLIK TOTAL NILAI 

1 Bagian Hukum 78,33 

2 Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA 76,93 

3 Kapanewon Pajangan 67,20 

 

4. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “KURANG INFORMATIF” 

NO NAMA BADAN PUBLIK TOTAL NILAI 

1 Bagian Tata Pemerintahan 58,90 

2 Inspektorat Daerah 58,80 

3 Bagian Organisasi 58,27 

4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 57,87 

5 Dinas Kelautan dan Perikanan 51,47 

6 RSUD Panembahan Senopati 43,57 

 

 

5. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “TIDAK INFORMATIF” 

NO NAMA BADAN PUBLIK TOTAL NILAI 

1 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 24,97 

2 Perumda Tirta Projotamansari 23,10 

3 Bagian Kesejahteraan Rakyat 4,90 

4 Perumda Aneka Dharma 3 

5 Bagian Umum dan Protokol 0 

6 Sekretariat DPRD Bantul 0 

7 Kapanewon Pundong 0 

 



 

Ada 3 Badan Publik di Kabupaten Bantul yang mendapatkan nilai 100, yaitu : 
 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 

Pemerintah Kabupaten Bantul juga mendapatkan “Apresiasi Keterbukaan Informasi Badan 

Publik Pemerintah Kabupaten dengan PPID Pelaksana Informatif Terbanyak Tahun 2022” 

karena ada 30 Badan Publik yang sudah Informatif. 

 

 

 

Peningkatan ini sangat menggembirakan karena tahun sebelumnya baru ada 11 Badan 

Publik yang Informatif. 

Setelah dilakukan visitasi oleh KID DIY ada empat Badan Publik yang mendapat peringkat 

terbaik di DIY, yaitu :  

No. Nama Badan Publik Terbaik 

1. Pemerintah Kabupaten Bantul 2 

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kategori 

OPD) 

2 

3. PT. BPR Bank Bantul (Kategori BUMD)  2 

4 Kapanewon Piyungan 5 
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